
W ALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN W ALIKOTA BLITAR 

NOMOR 74 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS 

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor: 900 . 1 . 15 .5-1317  Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan 
penyesuaian atas kedudukan, susunan organisasi, 
tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman; 

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Blitar Nomor 107 Tahun 2022 
tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 
18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman masih memerlukan 
penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan 
hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 
sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman; 
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1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 
Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota 
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551) ;  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat 
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3243); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7); 

7. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
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Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 
Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 
Nomor 107); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 18 
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 
18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Nomor 107 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota 
Blitar Tahun 2022 Nomor 107) diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 13 

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (2), Bidang Kawasan Permukiman 
menjalankan fungsi: 

a. penyusunan dan pelaksanaan program/ kegiatan 
di bidang Kawasan Permukiman; 

b. perencanaan operasional program bidang 
Kawasan Permukiman sesuai dengan 
perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan 
nasional; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan 
kriteria Kawasan Permukiman; 

d. pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan 
dokumentasi dan data kawasan permukiman; 

e. pelaksanaan bimbingan teknis / sosialisasi dan 
informasi dalam perencanaan pendirian kawasan 
permukiman bangunan pendukung lainnya; 

f. fasilitasi survei dan pemetaan kawasan 
pemukiman; 
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g. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan 
pengaturan serta bantuan teknis kawasan 
permukiman dan penataan lingkungan; 

h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan 
pengendalian kawasan permukiman; 

i. penyiapan bahan penyusunan peraturan kepala 
daerah dan kebijakan strategi penanggulangan 
permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya 
permukiman kumuh; 

j .  melakukan kegiatan pelayanan teknis dan 
administrasi Kawasan Permukiman; 

k. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja 
di bidang Kawasan Permukiman; 

1. penerbitan izm pembangunan dan 
pengembangan kawasan permukiman; 

m. penataan dan peningkatan kualitas kawasan 
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 

(  sepuluh) Ha; 

n. peningkatan kualitas kawasan permukiman 
kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; 

o. pencegahan kawasan permukiman kumuh pada 
wilayah perkotaan; 

p. fasilitasi penyelenggaraan pemakaman umum; 

q. menghimpun dan menganalisa data sebagai 
bahan penyelenggaraan pemakaman umum; 

r. fasilitasi pendaftaran dan pemrosesan perijinan 
dan pelayanan atas permohonan/permintaan 
tanah pemakaman; 

s. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan 
pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas 
pemakaman umum; dan 

I 

t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

2.  Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
W alikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

9 
, 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W alikota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar 

Ditetapkan di Blitar 
pada tanggal 27 Desember 2023 

W ALIKOTA BLIT AR, 

ttd. 

SANTO SO 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 27 Desember 2023 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR, 

ttd. 

PRIYO SUHARTONO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 74 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA AGIAN HUKUM, 

• 

IKA HA WIJAYA S.H.  M.H. 
NIP. 19 1 2 1 0  200604 1 008 
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